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Deprianti, Luh Made, 2021. HUBUNGAN ANTARA MUTU PELAYANAN 
DENGAN KEPUASAN PELANGGAN DALAM PELAYANAN 
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN 
NARKOTIKA (SKHPN) DI KLINIK PRATAMA BNNP 
NTT.*Aysanti Y. Paulus, S.KM., M.Kes (Epid)**Ns. Yohanes 
Dion, S.Kep.,M.Kes 
 
Mutu pelayanan merupakan salah satu komponen yang sangat mempengaruhi tingkat 
kepuasan pasien. Mutu pelayanan dalam sebuah instansi sangat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor atau dimensi seperti:  kehandalan (reliability), daya 
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy) dan bukti 
fisik (tangible). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara mutu 
pelayanan dengan kepuasan pelanggan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain deskriptif analitik 
melalui pendekatan cross sectional. Teknik yang digunakan adalah consecutive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 62 responden. Data dianalisis 
menggunakan uji chi square. Hasil uji statistik menunjukan nilai p-value 0,000 (p<α 
= 0,05) dengan nilai OR (Odd Ratio) = 156,000. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 
antara mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan  pasien dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT dan mutu pelayanan yang tidak baik berpeluang 156 kali memberikan 
ketidakpuasan pasien dibandingkan dengan mutu pelayanan yang baik. Kesimpulan; 
31 pasien dengan  persentase sebesar 50% mengatakan bahwa mutu pelayanan 
baik dan 31 pasien lainnya dengan  persentase sebesar 50% mengatakan mutu 
pelayanan tidak baik serta 35 responden merasa tidak puas dengan persentase 
56,5% dan yang merasa puas sebanyak 27 responden dengan persentase 
43,5%. Penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan sosialisasi terkait 
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan SKHPN ke petugas 
pelayanan, membuat instrument yang baku terkait kepuasan pasien, 
memberikan pelayanan yang cepat tanggap, penambahan kursi pengunjung, 
penambahan jumlah tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi aplikasi untuk 
membuat e-surat. 
 
Kata Kunci :Mutu Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Pelayanan Surat Keterangan 




Deprianti, Luh Made, 2021. THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE 
QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE 
SERVICE OF NARCOTICS EXAMINATION LETTER AT 
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Service quality is one of components that greatly affect the level of customer 
satisfaction. The service quality of an institution is strongly influenced by various 
factors or dimensions such as: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and 
tangible. This study aims to determine the relationship between service quality and 
customer satisfaction in the service of narcotics examination letter (SKHPN) at the 
BNNP NTT Primary Clinic. This research is a quantitative study using a descriptive 
analytic design through a cross sectional approach. The used technique was 
consecutive sampling with 62 respondents. Data were analyzed using the chi square 
test. The results of statistical tests show the p-value of 0,000 (p <α = 0.05) with the 
OR (Odd Ratio) value = 156,000. This means that there is a relationship between 
service quality and level of customer satisfaction in the service of narcotics 
examination letter (SKHPN) at the BNNP NTT Primary Clinic and the bad service 
quality is 156 times more likely to give customer dissatisfaction than good service 
quality. Conclusions of this research are 31 patients with a percentage of 50% said 
that the quality of service was good and 31 other patients with a percentage of 50% 
said the quality of service was not good and 35 respondents were dissatisfied with a 
percentage of 56.5% and 27 respondents were satisfied with a percentage of 43.5 %. 
This study recommends providing socialization related to Standard Operating 
Procedures (SOP) of SKHPN to officers, making standard instruments related to 
customer satisfaction, providing fast response services, adding visitor seats, 
increasing the number of workers, and using technology to make e-letters. 
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1.1 Latar Belakang 
 Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah focal point dalam masalah 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
(P4GN). Salah satu fungsi dalam P4GN adalah rehabilitasi terhadap pecandu, 
penyalah guna dan korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan 
zat adiktif lainnya). Angka kejadian penyalahgunaan napza cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut diantaranya dipengaruhi 
oleh kondisi jiwa dan tingkat emosional yang belum stabil, rasa ingin tahu 
yang tinggi, mudah terpengaruh, rasa solidaritas yang berlebihan, keinginan 
untuk eksis dalam pergaulan, kemudahan akses untuk berinteraksi dengan 
berbagai lingkungan masyarakat (Apandi, 2011). 
 Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
(2017), diperkirakan sekitar seperempat dari jumlah penduduk dunia berusia 
15-64 tahun atau 1(satu) dari 20 orang dewasa telah mengkonsumsi satu jenis 
napza. Dari jumlah tersebut, sekitar 29,5 juta orang (5%) mengalami masalah 
dan menderita gangguan akibat penyalahgunaan yang mengakibatkan 
ketergantungan napza dan sekitar 207.400 kasus yang berakhir dengan 
kematian. 
Menurut World Health Organization (WHO) (2017), pengguna napza di 
dunia mencapai 190 juta orang. Sementara pengguna napza di Indonesia 
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Puslitdatin 
BNN (2020), prevalensi kasus pada tahun 2019 sebesar 1,80% secara nasional, 
dengan kasus kematian sebesar 11.071 pertahun (30 orang perhari) di 
indonesia. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan prevalensi pengguna 
napza tingkat nasional sebesar 0,03%. Presiden Joko Widodo menegaskan 
Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat napza dan mengintruksikan 
semua intansi terkait dari pusat hingga daerah untuk menabuh genderang 





Menurut Puslitdatin BNN (2020), prevalensi kasus pada tahun 2019 
sebesar 0,10% sekitar 4.875 penduduk di Provinsi NTT. Berdasarkan data 
tersebut terjadi penurunan angka prevalensi di provinsi NTT sebesar 0,89% 
antara tahun 2017-2019. Meskipun terjadi penurunan prevalensi di provinsi 
NTT, seyogyanya tidak boleh lengah berupaya dalam program pencegahan, 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Salah 
satu upaya untuk menekan prevalensi penyalahgunaan napza melalui kebijakan 
dan strategi yang yang bertujuan untuk mengurangi permintaan (demand 
reduction) dari dampak buruk penggunaan  napza dimasyarakat yaitu 
pembentukan Klinik Pratama BNN Provinsi NTT yang memberikan pelayanan 
deteksi dini penyalahgunaan napza melalui tes urine berupa pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN).   
 Setiap klinik memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang 
efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan 
kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 
dan standar operasional prosedur (Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 
35 butir b) dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas 
sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan (UU RI Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat i). 
 Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang tersedia secara wajar, efisien dan 
efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, 
hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan 
kemampuan pemerintah, serta masyarakat selaku konsumen (M. Fais 
Satianegara dan Siti Saleha, 2009). Mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji 
antara lain berdasarkan tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh 
masyarakat dan tingkat efisiensi institusi sarana kesehatan. Beberapa indikator 
yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian mutu pelayanan kesehatan 
salah satunya yaitu indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan 




 Menurut Fitzpatrick dan Hopkins (1983), dikutip dari Raposo, Alves, &  
Duarte, 2009) kepuasan pasien adalah hasil dari kesenjangan antara yang 
diharapkan dan karakteristik yang dirasakan oleh pasien dari pelayanan yang 
diterima. Menurut Kotler (2009), kepuasan pasien dalam menerima pelayanan 
kesehatan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain dengan sistem 
keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis dan survei 
kepuasan. Metode survei kepuasan yang sangat populer dan telah digunakan 
dalam berbagai bidang jasa pelayanan termasuk pada industri kesehatan 
adalah yang diperkenalkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) 
yang telah diuji secara empiris dan telah dikembangkan kedalam instrumen 
pengukuran untuk perspektif mutu menurut pelanggan yang disebut dengan 
The SERVQUAL Instrument (Service Quality). The SERVQUAL Instrument 
meliputi lima dimensi, yaitu; 1) Tangible (Tampilan Fisik), 2) Reliability 
(Kehandalan), 3) Responsiveness (Ketanggapan), 4) Assurance (Jaminan), 
dan 5) Empathy (Empati). 
 Klinik Pratama BNNP NTT merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang 
dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terutama 
dalam pelayanan SKHPN karena pelayanan ini sementara tidak dipungut 
biaya atau gratis, namun kedepannya akan dikenakan biaya sebesar Rp. 
290.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional. Pengenaan biaya/tarif 
tersebut diharapkan juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat.  
 Berdasarkan data kunjungan yang diinput di Klinik Pratama BNNP NTT, 
jumlah pengunjung yang mendapatkan pelayanan SKHPN berjumlah 734 
orang pada tahun 2018, 457 orang pada tahun 2019, dan 422 orang (sampai 
dengan 17 Desember 2020) pada tahun 2020. Sesuai dengan standar 
operasional prosedur, pelayanan SKHPN dari pasien datang sampai terbitnya 
surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika  membutuhkan waktu kurang 
lebih 45 menit, tetapi dalam kenyataannya dari hasil wawancara dengan 




tetapi ada juga yang  melebihi dari 45 menit SKHPN terbit dengan total  56 
orang yang pelayanannya terlambat yaitu datang pelayanan hari ini, SKHPN 
terbit keesokan harinya,  beberapa alasan penyebabnya adalah karena listrik 
padam, pejabat yang berwewenang untuk menandatangi surat tidak ada di 
tempat, pejabat yang berwenang menandatangani surat sedang ada 
pelaksanaan rapat, atau petugas pelayanan sedang mengikuti kegiatan luar. 
Hasil pra penelitian  yang dilakukan di Klinik Pratama BNNP NTT, dari 5 
orang pasien yang melakukan pemeriksaan 2 orang mengatakan puas, dan 3 
orang mengatakan tidak puas. Pasien mengatakan tidak puas karena pelayanan 
yang ribet, pelayanan yang lama sampai  SKHPN terbit dan pelayanan yang 
tidak ramah. Penanggung Jawab Klinik mengatakan selama ini belum pernah 
melakukan survey kepuasan pelanggan terkait pelayanan SKHPN padahal 
pelayanan ini telah dilaksanakan sejak 5 tahun semenjak klinik didirikan,  staf 
administrasi klinik mengatakan bahwa belum ada terkait kuisioner kepuasan 
pelanggan dalam Pelayanan SKHPN yang ada hanya kuisioner kepuasan 
pelanggan dalam Pelayanan Rehabilitasi Berkelanjutan.   
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 
melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Mutu Pelayanan dengan 
Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan Surat Keterangan Hasil 
Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Apakah ada hubungan antara mutu pelayanan dengan kepuasan pelanggan 
dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di 
Klinik Pratama BNNP NTT? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum 
 Mengetahui hubungan antara mutu pelayanan dengan kepuasan 
pelanggan dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 





1.3.2 Tujuan Khusus 
1. Mengidentifikasi mutu pelayanan dalam pelayanan surat keterangan 
hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT. 
2. Mengidentifikasi kepuasan pelanggan dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama 
BNNP NTT. 
3. Menganalisa hubungan mutu pelayanan dengan kepuasan pelanggan 
dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
1. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
peneliti dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) serta dapat digunakan sebagai literatur dalam 
mata kuliah Manajemen Keperawatan dan Keperawatan 
Komunitas. 
2. Bagi institusi Universitas Citra Bangsa sebagai bahan bacaan 
mengenai pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN), serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 
3. Bagi Klinik Pratama BNNP NTT sebagai informasi dalam 
meningkatkan pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) pada masyarakat. 
 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Bagi Klinik Pratama BNNP NTT sebagai bahan evaluasi dalam 
upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta 
sebagai bahan penetapan kebijakan selanjutnya. 
2. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan pelayanan di Klinik Pratama BNNP NTT, dapat 




sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 
Keperawatan. 
3. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi ilmiah 
yang dapat menambah wawasan mahasiswa. 
4. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi 
masyarakat terkait pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
 
1.5 Keaslian Penelitian 

































a) Sama-sama meneliti 




penelitian pada unit 
pelayanan 
kesehatan. 
a) Populasi penelitian 
adalah seluruh pasien 



























a) Sama-sama meneliti 












a) Populasi merupakan 
seluruh pasien Rawat 
Inap. Pada penelitian 
ini populasinya 
adalah pasien yang 
mendapatkan 
pelayanan SKHPN. 
b) Berfokus pada tingkat 
kepuasan. Pada 
penelitian ini peneliti 











































b) Menggunakan hanya 

























2.1.1 Mutu Pelayanan Kesehatan 
2.1.1.1 Pengertian Mutu  
Menurut kamus Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran, derajat, atau 
taraf tentang baik buruknya suatu produk barang atau jasa. Kualitas atau 
mutu adalah tingkat dimana pelayanan kesehatan pasien ditingkatkan 
mendekati hasil yang diharapkan dan mengurangi faktor-faktor yang 
tidak diinginkan (Depkes RI, 2003). 
Mutu merupakan standar yang ditetapkan pada sebuah proses 
pelayanan kesehatan, baik hasilnya dapat berupa barang atau jasa 
(Perceka, 2020). Menurut Juran (1982) dalam Muninjaya, 2017), mutu 
adalah apa yang diharapkan atau ditentukan oleh konsumen. Mutu juga 
bersifat multi dimensi dan memiliki banyak segi, sehingga dalam 
pemaknaannya mutu dapat dibedakan berdasarkan pandangan yang 
bersifat individualis, absolutis dan sosialis (Donabedian (1980) dalam 
Mukti, 2007). 
Suryatama (2014) mendefinisikan bahwa mutu adalah gambaran 
karakteristik langsung dari suatu produk. Kualitas bisa diketahui dari segi 
bentuk, penampilan, performa suatu produk, dan juga bisa dilihat dari 
segi fungsinya serta segi estetisnya. Dening dalam Mubarak dan Chayatin 
(2009) mendefinisikan mutu atau kualitas adalah kesesuaian dengan 
kebutuhan pasar atau konsumen. 
Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa mutu 
adalah ukuran yang dibuat oleh konsumen terhadap produk atau jasa yang 
dilihat dari segala dimensi atau karakteristik untuk memenuhi tuntutan 







2.1.1.2 Dimensi Mutu 
Sehubungan dengan proses pemberian pelayanan, maka terdapat 
beberapa dimensi atau ukuran yang dapat dilihat melalui kacamata mutu. 
Ukuran-ukuran inilah yang kemudian menjadi karakteristik dari mutu 
pelayanan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Aji, 2016) 
mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok, yaitu daya tanggap, kehandalan 
(reliabilitas), kompetensi, kesopanan, akses, komunikasi, kredibilitas, 
kemampuan memahami pelanggan, keamanan dan bukti fisik. 
Parasuraman, dkk (1988)  dalam Yulia dan Adriani, 2017), berpendapat 
bahwa ada lima dimensi utama yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, 
empati, dan bentuk fisik atau bukti langsung, yang dikenal sebagai 
service quality (SERVQUAL) (Bustami, 2011) : 
1. Reliabilitas (reliability), adalah kemampuan memberikan pelayanan 
dengan segera, tepat (akurat), dan memuaskan. 
2. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para karyawan/ staf 
membantu semua pelanggan serta berkeinginan dan melaksanakan 
pemberian pelayanan dengan tanggap. 
3. Jaminan (assurance), artinya karyawan/staf memiliki kompetensi, 
kesopanan dan dapat dipercaya, bebas dari bahaya, serta bebas dari 
risiko dan keragu-raguan. 
4. Empati (empathy), dalam hal ini karyawan/staf mampu 
menempatkan dirinya pada pelanggan, dapat berupa kemudahan 
dalam menjalin hubungan dan komunikasi termasuk perhatiannya 
terhadap para pelanggannya, serta dapat memahami kebutuhan dari 
pelanggan. 
5. Bukti fisik atau bukti langsung (tangible), dapat berupa ketersediaan 
sarana dan prasarana termasuk alat yang siap pakai serta penampilan 
karyawan /staf yang menyenangkan. 
 
Kelima dimensi tersebut diatas dikenal sebagai service quality 
(ServQual). Dimensi-dimensi ini diperoleh melalui wawancara terhadap 




pelanggan dari perusahaan atau instansi tertentu. Inti dari ServQual 
adalah melakukan pengukuran antara harapan (ekspektasi) dan persepsi 
(realitas) pelayanan yang diterima. Dengan cara memberikan pilihan dari 
skala 1 sampai 5 atau 7, kemudian dibandingkan nilai antara harapan dan 
persepsi. Jika harapan sama dengan persepsi layanan kesehatan yang 
diterima berarti mereka puas (Aji, 2016). 
Model ServQual merupakan salah satu model yang banyak dipakai 
untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan cara membuat penilaian 
kepuasan pelanggan secara komprehensif bagi pelayanan di bidang 
barang dan jasa yang mengutamakan aspek pelayanan (Mas’ud, 2009). 
Model ini menganalisis gap (kesenjangan) antara persepsi dan ekspektasi 
(harapan) pelanggan terhadap kualitas layanan melalui beberapa dimensi 
yaitu emphaty, tangible, assurance, responsiveness dan reliability. 
Secara lengkap, ServQual mengukur lima gap (kesenjangan), yaitu 
(Antony et al, 2004) : 
1. Gap 1, antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen tentang 
harapan tersebut. 
2. Gap 2, antara persepsi manajemen tentang harapan pelanggan dan 
spesifikasi dari kualitas pelayanan. 
3. Gap 3, antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian 
pelayanan. 
4. Gap 4, antara pemberian pelayanan dan komunikasi eksternal. 
5. Gap 5, antara persepsi dan harapan pelanggan. 
Terkait dengan titik tekan dan perhatian pelanggan, seringkali Gap 
yang diperlukan adalah Gap kelima, yaitu Gap antara persepsi dan 
harapan pelanggan (Antony et al, 2004). 
 
2.1.1.3 Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Gonross dalam Dedi Mulyadi, dkk, 2017), pelayanan adalah suatu 
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 
dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 




perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen atau pelanggan. Kotler dalam Daryanto dan 
Setyabudi (2014), pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang 
melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan 
meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka 
kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh 
Undang- Undang Dasar (Daryanto dan Ismanto Setyabudi, 2014). Oleh 
karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan 
suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang 
sejahtera (welfare society). Pelayanan kesehatan menurut (Mubarak dan 
Chayatin, 2009) adalah suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta 
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan 
masyarakat. Peranan pelayanan dalam pelayanan kesehatan masyarakat 
adalah untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan sebaik 
mungkin (Mulyadi, dkk, 2013). Menurut Pohan (2012) menyatakan 
bahwa pemberi layanan kesehatan harus memahami status kesehatan dan 
kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dilayaninya dan mendidik 
masyarakat tentang layanan kesehatan dasar dan melibatkan masyarakat 
dalam menentukan bagaimana cara efektif menyelenggarakan layanan 
kesehatan. 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
pelayanan kesehatan pada JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 
mendefinisikan penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua 
fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan berupa fasilitas kesehatan 
tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.  
Hasil penelitian Singer, et al (2009) menyebutkan bahwa domain 
perawatan yang paling penting bagi pasien adalah sebagai berikut: 
menghormati dan komitmen dari dokter, informasi sebelum prosedur, 




dan Cascio (1983) dalam Arief, 2017) ada dua macam jenis pelayanan 
kesehatan yaitu :  
1. Pelayanan kesehatan masyarakat 
  Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 
kesehatan masyarakat (public health services) ditandai dengan cara 
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu 
organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta sasarannya 
terutama untuk kelompok dan masyarakat. 
2. Pelayanan kedokteran 
  Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 
kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian 
yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama 
dalam satu organisasi (institution), tujuan utamanya untuk 
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya 
terutama untuk perseorangan dan keluarga. 
 
2.1.1.4 Syarat Pelayanan Kesehatan 
 Mubarak dan Chayatin (2009) menyatakan suatu pelayanan kesehatan 
dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat berikut : 
1. Tersedia (available) dan berkesinambungan (continous). Artinya 
semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah 
pada setiap saat yang dibutuhkan. 
2. Dapat diterima (acceptable) dan bersifat wajar (appropriate). Artinya 
pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan 
dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan 
dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan 
masyarakat, dan bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan 
kesehatan yang baik. 
3. Mudah dicapai (accesible). Ketercapaian yang dimaksudkan disini 




mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan 
distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan 
kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan itu 
tidak ditemukan di daerah pedesaan bukanlah pelayanan kesehatan 
yang baik. 
4. Mudah dijangkau (affordable). Keterjangkauan yang dimaksudkan 
adalah terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan 
yang seperti ini, harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut 
sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan 
yang mahal dan karena itu hanya mungkin dinikmati oleh sebagian 
kecil masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 
5. Bermutu (quality). Mutu yang dimaksud disini adalah yang merujuk 
pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode 
etik serta standar yang telah ditetapkan. 
 Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN menyebutkan terdapat 
persyaratan yang harus dipenuhi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama 
dan fasilitas kesehatan tingkat rujukan. 
 Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Fasilitas Kesehatan tingkat 
pertama terdiri atas: 
a. Untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki: 
1. Surat Ijin Praktik; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); perjanjian kerja sama dengan 
laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan 
3. Surat  pernyataan  kesediaan  mematuhi  ketentuan yang terkait 
dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 
b. Untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki: 
1. Surat Ijin Operasional; 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik 
Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat 




sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan surat pernyataan 
kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan 
Kesehatan Nasional. 
c. Untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki: 
1. Surat Ijin Operasional; 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin 
Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; 
3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik 
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian; 
4. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  badan; 
5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 
6. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 
dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 
d. Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki: 
1. Surat Ijin Operasional; 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 
4. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 
5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 
dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 
 Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. 
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat 
lanjutan terdiri atas: 
a. Untuk klinik utama atau yang setara harus memiliki: 
1. Surat Ijin Operasional; 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 
4. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, radiologi, dan jejaring 
lain jika diperlukan; dan 
5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 
dengan Jaminan KesehatanNasional. 




1. Surat Ijin Operasional; 
2. Surat Penetapan Kelas RumahSakit; 
3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 
5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; 
6. Sertifikat akreditasi; dan 
7. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 
dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 
 
2.1.1.5 Mutu Pelayanan Kesehatan 
Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan 
dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di fasilitas 
kesehatan secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman 
dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan 
memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta 
masyarakat selaku konsumen (Satianegara dan Saleha, 2009).  
Menurut Kemenkes RI (2010) dalam Muninjaya (2017), mutu 
pelayanan kesehatan meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat 
kesempurnaan pelayanan kesehatan, tidak saja yang dapat menimbulkan 
kepuasan bagi pasien sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk tapi 
tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah 
ditetapkan. Mutu layanan kesehatan akan selalu menyangkut dua aspek 
yaitu pertama aspek teknis dari penyedia layanan kesehatan itu sendiri 
dan kedua, aspek kemanusiaan yang timbul sebagai akibat hubungan 
yang terjadi antara pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan 
kesehatan (Pohan, 2006 dalam Aji, 2016). 
Peningkatan mutu pelayanan adalah derajat memberikan pelayanan 
secara efektif dan efisien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 
yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasien, 




pengembangan pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan 
yang optimal (Nursalam, 2014). 
Mosadeghrad (2014), mutu dalam perawatan kesehatan adalah 
produksi kerja sama antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam 
lingkungan yang mendukung. Faktor pribadi dari penyedia dan pasien, 
dan faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi kesehatan, sistem 
kesehatan, dan lingkungan yang lebih luas mempengaruhi mutu 
pelayanan kesehatan. Mutu kesehatan dapat ditingkatkan dengan 
kepemimpinan visioner yang mendukung, perencanaan yang tepat, 
pendidikan dan pelatihan, ketersediaan sumber daya, manajemen sumber 
daya secara efektif, karyawan dan proses, serta kolaborasi dan kerja sama 
antara penyedia. 
 
2.1.1.6 Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan 
Indikator adalah karakteristik yang dapat diukur dan dapat dipakai 
untuk menentukan keterkaitan dengan standar. Indikator dimaksudkan 
untuk mengukur ketercapaian suatu standar pelayanan yang sudah 
ditetapkan. Bustami (2011) dalam Anisa, 2017), indikator mutu 
pelayanan kesehatan terdiri atas : 
1. Indikator Persyaratan Minimal 
Indikator ini merujuk pada tercapai atau tidaknya standar masukan, 
standar lingkungan, dan standar proses. 
2. Indikator Penampilan Minimal 
Yaitu tolak ukur yang berhubungan dengan keluaran dari suatu 
pelayanan kesehatan. 
Donabedian (1981) dalam Bustami, 2011) berpendapat bahwa 
pendekatan sistem pelayanan seharusnya juga mengkaji tentang hasil 
pelayanan. Hasil pelayanan adalah tindak lanjut dari keluaran yang ada, 
sehingga perlu ada indikator (tolak ukur) tentang hasil pelayanan tersebut. 
Indikator yang dimaksud menunjuk pada hasil minimal yang dicapai 




Mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji antara lain berdasarkan 
tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan 
tingkat efisiensi institusi sarana kesehatan. Beberapa indikator yang dapat 
digunakan untuk melakukan penilaian mutu pelayanan kesehatan (M. 
Fais Satianegara dan Sitti Saleha. 2009) : 
1. Indikator yang mengacu pada aspek medis 
a. Angka infeksi nosokomial(1-2%). 
b. Angka kematian kasar(3-4%). 
c. Post Operation Death Rate/ PODR(1%). 
d. Post Operative Infection Rate/ POIR(1%). 
e. Kematian bayi baru lahir (20%). 
f. Kematian ibu melahirkan(1-2%). 
g. Kematian pasca bedah(1-2%). 
2. Indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah 
sakit 
a. Unit cost rawat jalan. 
b. Jumlah penderita yang mengalami dekubitus. 
c. Jumlah penderita yang jatuh dari tempat tidur. 
d. BOR 70-80%. 
e. Turn Over Internal (TOI) 1-3 hari TT yang kosong. 
f. Bed Turn Over (BTO) 5-45 hari atau 40-50 kali/1 TT/tahun. 
g. Average Length of Stay (ALOS) 7-10 hari. 
3. Indikator mutu mengacu pada keselamatan pasien 
a. Pasien terjatuh dari tempat tidur/ kamarmandi 
b. Pasien diberikan obat yang salah 
c. Tidak ada obat/alat darurat 
d. Tidak ada oksigen 
e. Tidak ada alat pemadam kebakaran 
f. Pemakaian air, listrik, gas, obat terbatas, dan sebagainya. 
4. Indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien 
a. Jumlah keluhan pasien/keluarga 




c. Jumlah surat kaleng 
d. Surat yang masuk kotak saran. 
Tabel 2.1 :Standar Nasional Indikator Mutu Pelayanan 
Standar Nasional  
∑BOR 75-80% 
∑ALOS 1-10 hari 
∑TOI (Turn Over Interval) 1-3 hari 
∑BTO (Bed Turn Over) 5-45 hari 
∑NDR (Net Death Rate) <2,5% 
∑GDR (Gross Death Rate) <3% 
∑ADR (Anesthesia Death Rate) 1,15000 
∑PODR (Post-Operative Death Rate) <1% 
∑POIR (Post-Operative Infection Rate) <1% 
∑NTRR (Normal Tissue Removal Rate) <10% 
∑MDR (Maternal Death Rate) <0,25% 
∑IDR (Infant Death Rate) <2% 
Sumber : Depkes RI dalam Nursalam, 2014 
 
2.1.2 Kepuasan Pasien 
2.1.2.1 Pengertian Kepuasan Pasien 
Tjiptono (2004) dalam Nursalam (2014), kepuasan merupakan 
perbandingan antara kualitas jasa pelayanan yang didapat dengan 
keinginan, kebutuhan, dan harapan. Kepuasan didefinisikan sebagai 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang 
dirasakan dengan harapannya, kepuasan pelanggan merupakan tujuan 
utama pelayanan prima sehingga setiap aparatur pelayanan berkewajiban 
untuk berupaya memuaskan pelanggannya (Daryanto dan Setyabudi, 
2014). 
Kepuasan pasien adalah nilai subyektif terhadap kualitas pelayanan 
yang diberikan, walaupun subyektif tetap ada dasar objektifnya, artinya 




1. Pengalaman masa lalu 
2. Pendidikan. 
3. Situasi psikis waktu itu. 
4. Pengaruh lingkungan waktu itu. 
Kepuasan pasien berhubungan dengan mutu pelayanan rumah 
sakit. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pasien, manajemen rumah 
sakit dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan (Indikator Kinerja 
Rumah Sakit, Depkes RI, 2005). Kepuasan pasien dipertimbangkan 
sebagai salah satu dimensi kualitas yang paling penting dan merupakan 
kunci sukses dalam organisasi kesehatan seperti Rumah Sakit. Kepuasan 
pasien dapat diteliti dalam konteks pengalaman keseluruhan pasien 
terhadap organisasi kesehatan (Alrubaiee dan Alkaa’ida (2011) dalam 
Marzaweny, 2012). 
 
2.1.2.2 Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan 
Pasien baru akan merasa puas apabila kinerja layanan kesehatan 
yang diperolehnya sama atau melebihi harapannya dan sebaliknya, 
ketidakpuasan atau perasaan kecewa pasien akan muncul apabila kinerja 
layanan kesehatan yang diperolehnya itu tidak sesuai dengan harapannya. 
Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul 
sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah 
pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya (Pohan, 
2006). 
Kepuasan pasien berhubungan dengan mutu pelayanan Rumah 
Sakit/ Puskesmas/klinik. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pasien, 
manajemen Rumah Sakit/Puskesmas/klinik dapat melakukan peningkatan 
mutu pelayanan (Nursalam, 2014). Menurut Pohan (2006), tingkat 
kepuasan pasien yang akurat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan 
mutu layanan kesehatan. Oleh karena itu pengukuran tingkat kepuasan 





Sebuah survei cross sectional deskriptif dilakukan Kashinath, et al. 
(2010) di antara orang-orang yang menghadiri Departemen rawat jalan 
dan mereka diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi 15 pertanyaan 
untuk menilai daerah yang perlu diperbaiki. Dari hasil penelitian 
diketahui 60% responden merasa terganggu dengan masa tunggu lebih 
untuk perawatan seperti RCT, Crown dan lain lain, para pasien sering 
merasa tidak puas ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. 
Hasil penelitian Mario Lino Raposo, et al (2009) menunjukkan 
bahwa kepuasan pasien bernilai 60,887 dalam skala 1 sampai 100, yang 
hanya mengungkapkan kepuasan tingkat menengah. Hal ini juga 
memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa efek positif yang paling 
penting pada kepuasan adalah orang-orang terkait untuk hubungan 
pasien/dokter, kualitas fasilitas dan interaksi dengan staf administrasi. 
Dari hasil penelitian Marzaweny, dkk (2012), diketahui bahwa 
kualitas pelayanan kesehatan memiliki pengaruh langsung dan positif 
terhadap kepuasan pasien RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. 
Sabarguna (2008) mengemukakan bahwa kepuasan pasien 
penerima jasa pelayanan kesehatan dapat didekati melalui 4 aspek mutu 
yang meliputi : 
1. Kenyamanan 
Kenyamanan yang menyangkut lokasi fasilitas kesehatan, kebersihan, 
kenyamanan ruang dan peralatan. 
2. Hubungan pasien dengan petugas fasilitas kesehatan 
Hubungan pasien  dan petugas yang mencakup keramahan, informatif,  
komunikatif, responsif, suportif, cekatan, dan sopan. 
3. Kompetensi teknis petugas 
Kompetensi petugas mencakup keberanian bertindak, pengalaman, 
gelar, dan terkenal. 
4. Biaya 
Biaya mencakup mahalnya pelayanan sebanding dengan hasil 





 Sabarguna (2008) mengemukakan bahwa penilaian kepuasan pasien 
penting diketahui karena : 
1. Bagian dari mutu pelayanan 
Kepuasan pasien merupakan bagian mutu pelayanan, karena upaya 
pelayanan harus dapat memberikan kepuasan, tidak semata-mata 
kesembuhan belaka. 
2. Berhubungan dengan pemasaran pelayanan: 
a. Pasien yang puas akan memberi tahu pada teman, keluarga, 
tetangga. 
b. Pasien yang puas akan datang lagi kontrol atau membutuhkan 
pelayanan yang lain. 
c. Iklan dari mulut ke mulut akan menarik pelanggan baru. 
3. Berhubungan dengan prioritas peningkatan pelayanan dalam dana 
yang terbatas, peningkatan pelayanan harus selektif dan sesuai dengan 
kebutuhan pasien. 
4. Analisa kuantitatif 
Dengan bukti hasil survei berarti tanggapan tersebut dapat 
diperhitungkan dengan kuantitatif, tidak perkiraan atau perasaan 
belaka, dengan angka kuantitatif memberikan kesempatan pada 
berbagai pihak untuk diskusi. 
 
2.1.2.3 Hubungan Dimensi Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien 
Supriyanto dan Ernawaty (2010) menyatakan ada beberapa faktor 
yang berpengaruh pada kepuasan pasien. Secara garis besar ada lima 
kategori yaitu: 
1. Product quality, yaitu bagaimana konsumen akan merasa puas atas 
produk barang digunakan. 
2. Service quality, yaitu bagaimana konsumen akan merasa puas atas 
jasa yang telah dikonsumsinya. 
3. Emotional factor, adalah keyakinan dan rasa bangga 




4. Price, adalah harga produk atau jasa yang diukur dari value (nilai) 
manfaat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan konsumen. 
5. Biaya transport (cost ofaquiring). 
 
Mutu pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting dalam 
organisasi pelayanan. Adanya kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan 
menentukan keberadaan instansi penyedia layanan kesehatan dalam 
jangka panjang. Kepercayaan pelanggan terhadap sebuah instansi dapat 
tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan terhadap 
pelayanan yang dibutuhkan. Pasien atau pelanggan yang puas merupakan 
asset yang sangat berharga, apabila pasien puas maka pasien tersebut 
akan terus menggunakan layanan instansi tersebut, tetapi jika pasien tidak 
puas, maka akan membentuk persepsi yang kurang baik (Grace, 2017). 
Mutu pelayanan kesehatan menunjukkan tingkat kesempurnaan 
pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas diri setiap pasien, 
makin sempurna kepuasan tersebut makin baik pula mutu pelayanan 
kesehatan (Pohan, 2011). Dimensi service quality yang lebih dikenal 
dengan ServQual meliputi lima dimensi yaitu reliability, assurance, 
tangible, empathy, dan responsiveness. 
1. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan layanan kesehatan untuk 
memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat 
dan terpercaya. Keandalan suatu produk atau jasa yang menunjukkan 
tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam memilih produk 
atau jasa. 
2. Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopan 
santunan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya pasien 
(Lupiyoadi dan A. Hamdani, 2009). 
3. Tangible (bukti fisik), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas 





4. Empathy (empati), adalah kesediaan pemberi jasa untuk 
mendengarkan dan adanya perhatian akan keluhan, kebutuhan, 
keinginan dan harapan pasien. 
5. Responsiveness (daya tanggap) adalah suau kebijakan untuk 
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan 
tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
Membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam 
kualitas pelayanan (Lupiyoadi dan A. Hamdani, 2009). 
 
2.1.3 Klinik Pratama 
2.1.3.1 Pengertian Klinik 
Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan 
dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik,  
diselenggarakan   oleh  lebih   dari  satu   jenis   tenaga kesehatan dan 
dipimpin oleh seorang tenaga medis (Permenkes RI No.9, 2014). 
2.1.3.2 Jenis Klinik 
1. Klinik Pratama 
Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan 
medik dasar yang dilayani oleh dokter umum dan dipimpin oleh 
seorang dokter umum. Berdasarkan perijinannya klinik ini dapat 
dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan. 
2. Klinik Utama 
Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan 
medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 
Spesialistik  berarti mengkhususkan pelayanan pada satu bidang 
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis 
penyakit tertentu. Klinik ini dipimpin seorang dokter  spesialis 
ataupun dokter gigi spesialis. Berdasarkan perijinannya klinik ini 
hanya dapat dimiliki oleh badan usaha berupa CV, ataupun PT. 




1. Pelayanan medis pada klinik pratama hanya pelayanan medis 
dasar, sementara pada klinik utama mencangkup pelayanan medis 
dasar dan spesialis; 
2. Pimpinan klinik pratama adalah dokter atau dokter gigi, sementara 
pada klinik utama pimpinannya adalah dokter spesialis atau dokter 
gigi spesialis; 
3. Layanan  di  dalam  klinik  utama mencangkup  layanan rawat 
inap,sementara pada klinik pratama layanan rawat inap hanya 
boleh dalam hal klinik berbentuk badan usaha; 
4. Tenaga medis dalam klinik pratama adalah minimal dua orang 
dokter atau dokter gigi,sementara dalam klinik utama diperlukan 
satu orangs pesialis untuk masing-masing jenis pelayanan. 
Adapun bentuk pelayanan klinik dapat berupa: 
1. Rawat jalan; 
2. Rawat inap; 
3. Oneday care; 
4. Home care; 
5. Pelayanan 24 jam dalam 7 hari. 
Perlu ditegaskan lagi bahwa klinik pratama yang 
menyelenggarakan rawat inap,  harus  memiliki izin dalam  
bentuk badan usaha. Mengenai kepemilikan klinik, dapat dimiliki 
secara perorangan ataupun badan usaha. Bagi klinik yang 
menyelenggarakan rawat inap maka klinik tersebut harus 
menyediakan berbagai fasilitas yang mencakup: (1)ruang rawat 
inap yang memenuhi persyaratan; (2)minimal 5 bed, maksimal10 
bed, dengan lama inap maksimal 5 hari;(3) tenaga medis dan 
keperawatan sesuai jumlah dan kualifikasi; (4).dapur gizi dan (5) 








2.1.3.3 Kewajiban Klinik 
Klinik memiliki kewajiban yang meliputi: 
1. Memberikan   pelayanan   aman,   bermutu,   mengutamakan 
kepentingan pasien, sesuai standar profesi,standar pelayanan dan 
standar prosedur operasional; 
2. Memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai kemampuan 
tanpa meminta uang muka terlebih dahulu/mengutamakan 
kepentingan pasien; 
3. Memperoleh persetujuan tindakan medis; 
4. Menyelenggarakan rekam medis; 
5. Melaksanakan sistem rujukan; 
6. Menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar profesi, 
etika dan peraturan perundang-undangan; 
7. Menghormati hak pasien; 
8. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya; 
9. Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional; 
10. Melaksanakan  program  pemerintah  di  bidang  kesehatan 
(Permenkes RI No.9, 2014). 
 
2.1.3.4 Kewajiban Pihak Penyelenggara Klinik 
Pihak penyelenggara klinik memiliki kewajiban yaitu: 
1. Memasang papan nama klinik; 
2. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang 
bekerja di klinik beserta nomor surat tanda registrasi (STR)  dan surat 
izin praktik (SIP) atau surat izin kerja (SIK) dan surat izin praktik 
apoteker(SIPA) bagi apoteker; 
3. Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan 
melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka 
melaksanakan program pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 




daerah. Bagi klinik yang melakukan pelanggaran, maka pemerintah 
dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis 
dan pencabutan izin (Permenkes RI No.9, 2014). 
 
2.1.3.5 Bangunan dan Ruangan 
Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak 
bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. Dan juga 
bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai 
ketentuan peraturan perundangundangan. Bangunan klinik juga harus 
memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam 
pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua 
orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. 
Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas: 
1. Ruang pendaftaran/ruang tunggu; 
2. Ruang konsultasi; 
3. Ruang administrasi; 
4. Ruang  obat  dan  bahan  habis  pakai  untuk  klinik  yang 
melaksanakan pelayanan farmasi; 
5. Ruang tindakan; 
6. Ruang/pojok asi; 
7. Kamar mandi/wc; dan 
8. Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan 
(Permenkes RI No.9, 2014) 
 
2.1.3.6 Prasarana Klinik 
Berdasarkan permenkes RI No.9, 2014 tentang klinik disebutkan bahwa 
prasarana klinik meliputi: 
1. Instalasi air; 
2. Instalasi listrik; 
3. Instalasi sirkulasi udara; 
4. Sarana pengelolaan limbah; 




6. Ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap;dan 
7. Sarana lainnya sesuai kebutuhan. 
Prasarana sebagaimana dimaksud di atas harus dalam keadaan terpelihara 
dan berfungsi dengan baik. 
   
2.1.3.7 Peralatan Klinik 
 Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis 
yang   memadai   sesuai   dengan   jenis   pelayanan   yang   diberikan. 
Peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar mutu, keamanan,  
dan  keselamatan.  Selain  memenuhi  standar,  peralatan medis juga 
harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan 
dikalibrasi   secara   berkala   oleh   institusi   penguji    atau   pihak 
pengkalibrasi  yang berwenang  untuk  mendapatkan surat  kelayakan 
alat. Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion harus 
mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, 
terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis (Permenkes RI 
No.9, 2014) . 
 
2.1.3.8 Ketenagaan Klinik 
 Pimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter 
gigi. Pimpinan klinik utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi 
spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya. 
Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat merupakan 
penanggung   jawab   klinik   dan   merangkap    sebagai   pelaksana 
pelayanan. 
 Tenaga medis pada klinik pratama minimal terdiri dari 2 (dua) 
orang dokter dan/atau dokter gigi. Lain hal nya dengan klinik utama, 
minimal harus terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing- 
masing  spesialisasi  sesuai  jenis  pelayanan  yang  diberikan.  Klinik 




tenaga pelaksana pelayanan medis. Dokter atau dokter gigi sebagaimana 
dimaksud di atas harus memiliki kompetensi setelah mengikuti 
pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang  diberikan  
oleh  klinik.  Jenis,  kualifikasi,  dan  jumlah  tenaga kesehatan   lain   
serta   tenaga   non   kesehatan   disesuaikan   dengan kebutuhan dan jenis 
pelayanan yang diberikan oleh klinik. 
 Setiap   tenaga   medis   yang   berpraktik   di   klinik   harus 
mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktik (SIP) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga tenaga kesehatan 
lain yang bekerja di klinik harus mempunyai surat izin sebagai  tanda  
registrasi/  surat  tanda  registrasi  dan  surat  izin  kerja (SIK) atau surat 
izin praktik apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai 
dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, 
etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan 
keselamatan pasien. dan juga klinik dilarang mempekerjakan tenaga 
kesehatan warga negara asing (Permenkes RI No.9, 2014) . 
 
2.1.3.9 Perijinan Klinik 
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat 
izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan 
rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dinas 
kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi setelah klinik 
memenuhi ketentuan persyaratan klinik. Permohonan izin klinik 
diajukan dengan melampirkan: 
1. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat 
2. Salinan/fotokopi   pendirian   badan   usaha   kecuali   untuk 
kepemilikan perorangan; 
3. Identitas lengkap pemohon; 




5. Bukti  hak  kepemilikan  atau  penggunaan  tanah  atau  izin 
penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik 
pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang 
menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan; 
6. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya 
pemantauan lingkungan (UPL); 
7. Profil   klinik   yang   akan   didirikan   meliputi   struktur organisasi 
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana,  dan  peralatan  
serta  pelayanan  yang  diberikan; dan 
8. Persyaratan   administrasi   lain   sesuai   dengan   ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
 
Izin klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) 
bulan sebelum habis masa berlaku izinnya. Pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima 
harus menetapkan menerima atau menolak permohonan izin atau 
permohonan perpanjangan izin. Permohonan yang tidak memenuhi syarat 
ditolak oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memberikan 
alasan penolakannya kepada pihak penanggung jawab klinik pratama 
yang bersangkutan (Permenkes RI No.9, 2014). 
 
2.1.4 Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) 
2.1.4.1 Ruang Lingkup 
 Ruang lingkup pelayanan SKHPN ditujukan bagi masyarakat 
umum yang membutuhkan surat keterangan tersebut untuk berbagai 
kepentingan diantaranya, melamar pekerjaan, memperpanjang kontrak 
kerja, seleksi jabatan, persyaratan pendaftaran calon legistlatif, 
persyaratan beasiswa, pendidikan, persyaratan peningkatan keterampilan 
dan sebagainya 
2.1.4.2 Persyaratan Pengajuan SKHPN 




b. WNA :Fotocopy paspor/ kartu izin Tinggal terbatas/ Tetap 
(KITAS/KITAP). 
c. Melampirkan formulir pemeriksaan urin yang ada di klinik BNN 
Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Formulir Sudah diisi lengkap 
oleh pemohon 
 
2.1.4.3 Kriteria Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan SKHPN 
terdiri dari dokter dan/atau perawat, petugas dan pemeriksa urin/ analis 
dengan supervisi dan tanggung jawab dokter. 
 
2.1.4.4 Waktu Pelaksanaan 
 Waktu pelaksanaan penerbitan SHKPN dilaksanakan pada hari 
kerja (senin s.d Jumat) di jam 09.00-15.00. 
 
2.1.4.5 Sarana dan Prasarana 
1. Sarana : ruangan, kursi dan toilet. 
2. Prasarana : ATK, cup urin, rapid test urin 6 dan atau 7 parameter, 
tensimeter, handscoon, tissue, ph meter, masker, stetoskop, 
thermometer dan instrumen DAST 10/ ASSIST 
3. Standarisasi parameter rapid tes urin menggunakan minimal 6 
parameter dan atau 7 parameter disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ketersediaan wilayah serta apabila dibutuhkan dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan dan ketersediaan wilayah serta apabila dibutuhkan 
dapat disesuaikan dengan kondisi klien (Jenis Parameternya). Untuk 
pelaksanaan tes urin SKHPN menggunakan rapid tes urin zat dengan 
standarisasi sebagai berikut: 
a. Parameter 6 :Amp,MOP,THC,Meth,Cocain,Benzo 
b. Parameter 7 :Amp,MOP,THC,Meth,Cocain,Benzo 
 dan Carisoprodol 
c. Kadar cut off :Amp(1000ng/ml),MOP(300ng/ml), 




   (300ng/ml), Benzo (300ng/ml) 
d. Bentuk alat :Device/Rapid 
e. Metode : SampleUrin 
f. Waktu pembacaan : 1‐3menit 
g. Bentuk tes : Fast rapid screening test 
h. Kelengkapan rapid tes: Pot Urin (terbuat dari bahan plastik dan 
     Transparan, jenis non steril, ukuran 100cc). 
 
2.1.4.6 Alur Layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNP NTT 
a. Pemohon datang ke BNN pada hari kerja (Senin‐Jumat) dan jam kerja 
(08.00‐ 15.00). 
b. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pembuatan SKHPN. 
c. Pemohon mengikuti pemeriksaan pembuatan SKHPN sampai selesai. 
d. Setelah selesai, pemohon akan mendapat SKHPN paling lambat 2 hari 
kerja. 
e. Untuk penggadaan SKHPN hanya dapat diberikan maksimal 10 
lembar (1 asli, 9 dilegalisir), dan berlaku pada saat pemeriksaan. 
f. Apabila pemohon ditemukan hasil pemeriksaan urin zat positif, maka 
akan dirujuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa 
assessment atau tes konfirmasi. 
g. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan urine zat tidak valid,  maka 




























 Gambar 2.1. Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Keterangan Hasil 





























Gambar 2.2. Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Keterangan Hasil 






Gambar 2.3. Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Keterangan Hasil 








Gambar 2.4. Kerangka Teori 
Sumber : Modifikasi dari Prasetyawati (2011), Mubarak dan Nurul 
Chayatin (2009), Mukti A.G (2007), Nursalam (2014), Bustami (2011), 
Pohan (2006),  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang 
Klinik, dan Standar Operasional Prosedur Layanan SKHPN (2020) 
Indikator Mutu Berkaitan 
dengan Tingkat Kepuasan 
a. Jumlah keluhan 
pasien/keluarga 
b. Surat pembaca 
c. Jumlah surat kaleng 













dana yang terbatas 
d. Analisa kuantitatif 
Memberikan   pelayanan 
yang    aman,   bermutu,   
mengutamakan kepentingan 
pasien, sesuai standar 
profesi,standar pelayanan 





























dilandasi oleh : 
1. Pengalaman masa 
lalu. 
2. Pendidikan. 
3. Situasi psikis waktu 
itu. 







Standar Operasional Prosedur   
Pelayanan SKHPN: 
1. Penerimaan ( 2 menit) 
2. Pengisian form (3 menit) 
3. Pemeriksaan administrasi 
(1 menit) 
4. Anamnesis & 
pemeriksaan fisik (10 
menit) 
5. Pengambilan Urin (5-20 
menit) 
6. Pemeriksaan Urin (1 
menit) 
7. Pembuatan dan 
penerbitan SKHPN (5 
menit) 
8. Penandatanganan 
SKHPN (3 menit) 
9. Pemohon pulang atau 
mengikuti layanan IPWL 
 
 
 Sarana Klinik 
1. Ruang pendaftaran/ruang tunggu; 
2. Ruang konsultasi; 
3. Ruang administrasi; 
4. Ruang tindakan;dan 








Pelayanan SKHPN di 
Klinik Pratama BNNP 
NTT 
1. Puas 










Mutu Pelayanan Kesehatan 
Berdasarkan 5 dimensi mutu 
pelayanan kesehatan : 
1. Jaminan/assurance 
2. Reliability/kehandalan 
3. Daya tanggap/ 
responsiveness 
4. Perhatian/empathy 
5. Faktor fisik/tangible 











  : tidak diteliti 
           : di teliti 
           : Pengaruh 
   : hubungan 
 
Gambar 2.5. Kerangka Konsep 
Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan 
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)  
di Klinik Pratama BNNP NTT 
 
2.3. Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 
pertanyaan penelitian. Hipotesis disusun sebelum penelitian dilaksanakan, 
karena  hipotesis akan bias memberikan petunjuk pada tahap pengumpulan, 
analisa, dan intepretasi data (Nursalam, 2011). Dalam Penelitian ini hipotesis 
yang diajukan adalah : 
H0 = Tidak ada hubungan antara Mutu Pelayanan dengan Kepuasan 
Pelanggan dalam Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
H1 = Ada hubungan antara Mutu Pelayanan dengan Kepuasan 
Pelanggan dalam Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika 







3.1. Jenis dan Desain Penelitian 
3.1.1. Jenis Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan studi deskriptif analitik yaitu penelitian yang 
menggambarkan objek yang diteliti melalui sampel data yang mewakili 
populasi. Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan tentang 
hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Bersifat 
analitik yaitu menaganalisis hubungan mutu pelayanan kesehatan 
dengan kepuasan pelanggan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
3.1.2. Desain Penelitian 
Desain pada penelitian ini menggunakan metode cross-sectional, 
yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, untuk 
mencari hubungan antara variabel independen dengan varibel 
dependen, dengan cara observasi atau pengumpulan data pada suatu 
saat, artinya setiap subjek penelitian diobservasi satu kali pada 
pengamatan dan saat pengisian angket. Data yang digunakan 
merupakan data primer yang diambil langsung dari lapangan dengan 
menggunakan angket, dengan memberikan kepada responden yang 
telah diperiksa terlebih dahulu, jenis angket yang digunakan bersifat 
tertutup jadi respoden hanya memilih salah satu jawaban dengan 
pendapatnya. 
3.2. Definisi Operasional. 
 Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan 
sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat 
pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel (Noor, 2012 dalam  
Yulia & Adriani, 2017). Sedangkan menurut Rosjidi dan Liawati 
(2013) menyatakan bahwa definisi operasional adalah penjelasan 




digunakan untuk mengukurnya. Definisi operasional variabel bukanlah 
definisi teoritis. Tidak semua variabel perlu diberikan defenisi 
operasional, hanya variabel yang mempunyai lebih dari satu cara 
pengukuran, atau variabel yang pengukurannya spesifik, atau variabel 
yang belum memiliki alat ukur standart dan perlu dikembangkan alat 
ukur oleh peneliti.  Definisi pada penelitian ini yaitu kepuasan pasien 
dan mutu pelayanan kesehatan. 
 
 
3.3. Populasi,sampel dan sampling 

















Ukuran yang dibuat 
oleh pasien terhadap 
produk atau jasa demi 
memenuhi kebutuhan 
dan kenyamanan 
pasien, sebagai bentuk  
interaksi antara klien 
dan penyedia 
pelayanan kesehatan 
di   Klinik Pratama 
BNNP NTT 
Indikator mutu menurut  
Parasuraman, Zeithaml, 















4 = sangat 
setuju 
3 = setuju 
2 = ragu-
ragu 
1 = tidak 
setuju 







1. Baik, jika 
T  ≥ mean 
2. Tidak 
Baik,  jika 







adalah suatu tingkat 
perasaan pasien yang 










kepuasan menurut  
Parasuraman, Zeithaml, 















4 = sangat 
puas 
3 = puas 
2 = ragu-
ragu 
1 = tidak 
puas 






1. Puas, jika 
T  ≥ mean 
2. Tidak 
Puas,  jika 





3.3.1 Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 
atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2010  dalam Yulia & Adriani, 2017). 
Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang telah 
mendapatkan pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT dari tanggal 10 
november sampai dengan 10  desember  berjumlah 62  pengunjung. 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dengan cara 
tertentu dianggap representatif untuk mewakili populasi (Nugroho, 
2017). Kerepresentatifan sampel ini ditinjau dari apakah memenuhi 
setidak-tidaknya dua syarat pokok, yaitu: 
1. Kecukupan jumlah sampel 
Artinya jumlah sampel cukup besar untuk mewakili populasi 
yang menjadi sasaran penelitian. 
2. Metode sampling berdasarkan equal chance 
Artinya setiap individu yang terdapat dalam populasi 
mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel 
penelitian. Untuk memudahkan pengambilan sampel sebaiknya 
ditentukan terlebih dahulu kriteria inklusinya. Menurut 
Notoadmojo  dikatakan bahwa  kriteria inklusi adalah kriteria 
atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi 
yang dapat diambil sebagai sampel (Yulia & Adriani, 2017) 
 Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pasien yang telah mendapatkan pelayanan surat keterangan 
hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT 
2. Pasien yang bersedia menjadi responden 
3. Pasien bisa membaca dan menulis 




Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
Consecutive Sampling. Yaitu teknik penetapan sampel dengan cara 
memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun 
waktu tertentu sehingga jumlah sample terpenuhi (Nursalam, 2014). 
3.4. Tempat Dan Waktu Penelitan 
3.4.1. Tempat penelitian 
Penelitian dilakukan di Klinik Pratama BNNP NTT, Jalan 
Palapa No. 1 A, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. 
3.4.2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada  bulan Desember  2020. 
3.5. Pengumpulan Data 
3.5.1. Proses pengumpulan data 
Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung 
tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : 
a. Studi lapangan 
Peneliti terjun langsung ke objek penelitian dengan 
mengunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
mengenai karakteristik organisasi serta tingkat kinerja menurut 
responden lembar kuesioner ini berguna untuk mengetahui 
tingkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. 
b. Studi kepustakaan 
Peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperoleh 
melalui buku dan juga sumber lainnya seperti data kunjungan 
pasien dan standar mutu pelayanan di Klinik Pratama BNNP. 
Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 
meliputi langkah-langkah berikut : 
a. Peneliti mengurus izin kepada Kepala BNN Provinsi NTT 




b. Setelah mendapat izin, peneliti melakukan pengumpulan data 
yaitu dengan mendatangi unit rawat jalan Klinik Pratama 
BNNP NTT. 
c. Peneliti memberikan penjelasan kepada calon responden 
tentang maksud dan tujuan dari penelitian 
d. Apabila calon responden bersedia menjadi responden, maka 
dipersilahkan untuk menanda tangani informed concent, dan 
apabila responden tidak bersedia maka peneliti tetap 
menghormati keputusan itu. 
e. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden yang telah 
menandatangani informed concent kemudian responden 
mengisi kuesioner.  
f. Setelah kuesioner diisi oleh responden maka kuesioner 
tersebut dikumpulkan kembali kepada peneliti pada saat itu 
juga. 
g. Setelah kuesioner terkumpul, peneliti memeriksa 
kelengkapan data dan jawaban dari kuesioner yang diisi oleh 
responden.  
3.5.2. Instrument pengumpulan data. 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 
oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah (Putri, 
2016). Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner untuk 
mendapatkan data variabel independen dan dependen. 
Kuisioner ini diadopsi dari peneltian Ratnasari (2019). Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan kuisioner Hubungan mutu 
pelayanan dengan kepuasan pelanggan dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) yang terdiri dari 
20 pertanyaan. Kuisioner berisi pernyataan-peryataan tertutup 
dengan 5 alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS) dan sangat puas 




tidak setuju (TS) dan tidak puas (TP) skor 1, dan sangat tidak setuju 
(STS) dan sangat tidak puas (STP) skor 0.  
Pertanyaan tersebut berhubungan dengan mutu pelayanan 
dengan kepuasan pelanggan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN), dimana dalam kuisioner ini 
terdapat 20 pernyataan terdiri dari pernyataan  positif. Perhitungan 
jumlah skor untuk mutu pelayanan dan kepuasan pasien dengan 
jumlah soal 20 diperoleh nilai tertinggi 20x4=80 dan terendah 
20x0=0. Secara kualitatif dikategorikan menjadi mutu baik dan puas 
jika T  ≥ mean dan skor mutu tidak baik dan tidak puas jika skor  <  mean. 
 
3.6. Uji validitas dan reliabilitas instrument.  
Kuisioner ini di adopsi dari penelitian Ratnasari (2019) dengan 
judul jurnal “Analisis Tingkat Kepuasan di Klinik Pratama Abc Kota 
Bandung Menggunakan Metode Importance Performance Analysis” 
dengan uji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan dimensi mutu 
pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas didapatkan nilai r hitung 
dari 5 dimensi mutu pelayanan lebih besar dari nilai r table maka di 
simpulkan bahwa kuisioner ini valid, sedangkan untuk nilai reliabilitas 
diperoleh nilai cronbach  alpha > 0,5  maka dapat dipastikan kuisioner ini 
reliable. 
 














Assurance 0,899 Valid 
Tangible 0,901 valid 
Empathy 0,899 valid 




Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 
atau sumber data lain terkumpul. Teknis analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan  terhadap 
dua variabel yang diduga berkolelasi atau berhubungan (Notoatmojo dalam 
Nugroho,2017). 
 
3.7.1. Analisa univariat 
Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 
mendeskripsikan setiap variabel penelitian, bentuk analisis univariat 
tergantung dari jenis datanya (Notoatmodjo, 2012 dalam Nugroho, 
2017). 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase 
masing-masing variabel yang diteliti seperti mutu pelayanan 
kesehatan dan kepuasan pasien serta pendukung lainnya. 
 
3.7.2. Analisa bivariat  
Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 
variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Analisis bivariat 
pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 
mutu pelayanan kesehatan pelayan SKHPN dan kepuasan pasien di 
Klinik Pratama BNNP NTT . 
 Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
chi square untuk mengetahui hubungan dua variabel dengan skala 
data nominal. 
 
1. Analisis uji chi-square (x2 ) 
Prosedur x
2 
pengukuran analisis chi-square disebut juga 
kali kuadrat. Uji chi-square ini adalah salah satu uji statistic no-
parametik (distribusi dimana besaran-besaran populasi tidak 
diketahui) yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang 
menggunakan dua variabel, dimana skala data kedua variabel 




menguji hipotesis bahwa frekuensi yang diobservasi (data yang 
diamati) tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan 
(frekuensi teoritis). Uji chi-square membandingkan antara 
frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan pada 
masing-masing kategori untuk menguji bahwa semua kategori 
mengandung proporsi nilai tertentu dan frekuensi yang 
diharapkan untuk masing kategori harus lebih besar dari 1 
(satu). Notoadmojo berpendapat uji chi-square dapat menguji 
dua skala data nominal, salah satu skala data nominal, dan 
lainnya nominal atau rasio (Nugroho,2017). 
 





  : nilai chi-kuadrat 
fe  : frekuensi yang diharapkan 
f0 : frekuensi yang diperoleh/diamati 
 
Untuk mengetahui kebermaknaan dari hasil pengujian tersebut 
dilihat dari nilai p value, p value tersebut kemudian diandingkan 
dengan nilai α = 5% atau 0,05 dengan ketentuan 
1. P value (0,000) < nilai α = 5%, maka H0 ditolak 
2. P value (0,000) ≥ nilai α = 5%, maka H1 diterima 
 
3.8. Kerangka kerja penelitian 
Kerangka kerja penelitian merupakan kerangka pelaksana mulai dari 
pengambilan data sampai menganalisis hasil penelitian (Rosjidi dan liawati, 
































Gambar 3.1. Kerangka Kerja Penelitian 
Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan 
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)  
di Klinik Pratama BNNP NTT 
 
Analisisi Data 
Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan uji chi square . 
Penyajian Hasil Dan Kesimpulan 
 
Populasi Target 
Seluruh Pasien yang telah mendapatkan pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
 
Sampel 
sampel pada penelitian ini  yaitu sebesar  62  responden (Total Sampling) 
Sampling 
sampling pada penelitian ini menggunakan teknik consecutive sampling 
Desain Penelitian 




Data yang dikumpulkan yaitu data dari penyebaran kuesioner, dan data 
kunjungan pasien di Klinik Pratama BNNP NTT. 
Populasi Terjangkau 
Populasi pada penelitian ini adalah Pasien yang telah mendapatkan pelayanan 
surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama 
BNNP NTT dari tanggal 10 november sampai dengan 10  desember  







3.9. Etika Penelitian 
Karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian pada umumnya 
melibatkan responden baik pada aspek manajemen pelayanan atau individu 
sebagai sumber data. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan 
penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah (scientific attitude) serta 
menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi yang 
dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan 
atau membahayakan subjek penelitian, namun peneliti harus 
mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan 
martabat kemanusiaan.  Ada empat prinsip utama dalam etika penelitian 
yaitu respect for human dignity, beneficience, non-maleficience, dan justice. 
Berikut adalah prinsip etika penelitian yang harus diperhatikan : 
3.9.1. Respect for human dignity ( menghargai harkat dan martabat pasien) 
Peneliti berkewajiban untuk menghargai harkat dan martabat 
partisipan sebagai manusia. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan 
oleh peneliti dalam menghargai harkat dan martabat pasien adalah 
sebagai berikut : 
1. Respect for autonomy (menghormati otonomi) 
Partisipan memiliki hak bebas untuk menentukan secara sukarela 
dan tanpa paksaan untuk berpartisipasi atau menolak terlibat dalam 
penelitian. Peneliti harus menghargai keputusan partisipan apabila 
partisipan memutuskan untuk tidak melanjutkan keterlibatan dalam 
proses penelitian. 
2. Anonymity (tanpa nama) 
Dalam membuat laporan hasil penelitian, peneliti tidak boleh 
menyebutkan identitas partisipan yang telah terlibat penelitian. Data  
dari partisipan diberi kode partisipan tanpa nama. 
3. Confidentiality (kerahasiaan data) 
Informasi yang telah diperoleh dari semua partisipan akan 
dirahasiakan oleh peneliti dan menyimpannya hanya untuk keperluan 





3.9.2. Beneficience (berbuat baik) 
Peneliti akan memperhatikan kesejahteraan partisipan dengan 
memperhatikan kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti 
berkewajiban menghargai partisipan sebagai sumber informasi dari 
penelitian yang dilakukan. 
3.9.3. Non-maleficience ( tidak merugikan) 
Peneliti meminimalkan resiko dari kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan tidak merugikan partisipan. Selain itu peneliti akan 
memperhatikan agar partisipan bebas dari bahaya, eksploitasi, dan 
ketidaknyamanan saat proses penelitian berlangsung 
3.9.4. Justice (keadilan) 
Semua partisipan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam 
penelitian tanpa adanya paksaan, tekanan dan diskriminasi. Peneliti 
memiliki kewajiban untuk memperlakukan semua partisipan secara adil 
dan memberikan informasi terkait penelitian. Penghargaan yang sama 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Hasil Penelitian 
4.1.1. Karakteristik lokasi penelitian 
Klinik Pratama BNNP NTT merupakan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang didirikan oleh Bidang Rehabilitasi 
BNNP NTT yang resmi beroperasi pada tanggal 18 Agustus 
2015 dengan  ijin  operasional klinik melalui Surat 
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang  Nomor 
02/DIKKES/VIII/2015 tentang izin operasional tetap klinik 
pratama BNN Provinsi NTT yang telah diperpanjang kembali 
ijin operasionalnya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Kupang  Nomor 08/DIKKES/III/2018.  
Klinik Pratama BNNP NTT berada satu gedung dengan 
Kantor BNNP NTT yaitu beralamat di Jalan Palapa No. 1 a 
Oebobo Kota Kupang. Pelayanan yang diberikan di Klinik 
Pratama BNNP NTT adalah pelayanan khusus terkait  
rehabilitasi rawat jalan penyalahguna napza dan pelayanan 
deteksi dini penyalahgunaan napza  melalui Pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN).  
Klinik Pratama BNNP NTT  memiliki visi yaitu 
“Mewujudkan masyarakat sehat melalui layanan rehabilitasi 
napza yang komprehensif, profesional dan berkelanjutan“. 
Dan Klinik Pratama BNNP NTT memiliki misi yaitu: 
melakukan layanan rehabilitasi  terapi medis dan sosial, 
memberikan penguatan bagi sumber daya manusia (SDM) 
tenaga medis dan paramedis agar terlatih dan profesional , 
penanganan asesmen terpadu yang terkait dengan masalah 
hukum, melakukan layanan terapi dan rehabilitasi bagi 




melaporkan diri, dan  melakukan koordinasi dengan instansi 
terkait dalam peningkatan mutu layanan. 
 
4.1.2. Data Umum 
Penelitian ini dilakukan pada ruangan rawat jalan Klinik 
Pratama BNNP NTT dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN). Klinik Pratama BNNP NTT 
memiliki beberapa fasilitas yaitu: ruang pemeriksaan dokter, ruang 
pemeriksaan urine, dan ruang konseling dengan tenaga kesehatan 
berjumlah 7 orang terdiri dari : 1 orang dokter umum, 3 orang 
perawat, 1 orang psikolog, 1 orang konselor adiksi, dan 1 orang 
asisten konselor. Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh seluruh 
tenaga kesehatan yang ada sehingga penelitian ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
 
1) Karakteristik Responden  berdasarkan umur 
Tabel 4.1.  Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan umur 
pada pasien pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik 
Pratama BNNP NTT 
No Umur Frekuensi (n) Persentase(%) 
1. 17-25 Tahun 30  48.4 % 
2. 26-35 Tahun 25  40.3% 
3. 36-45 Tahun 1  1.6% 
4. 46-55 Tahun 6  9.7% 
 Total 62  100% 
Sumber data primer Desember 2020 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa responden terbanyak 
pada penelitian ini berumur 17-25 tahun yaitu sebanyak 30 pasien 








2) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan jenis 
kelamin pada pasien pelayanan surat keterangan 
hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik 
Pratama BNNP NTT 
No Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 
1. Laki-laki 31  50 % 
2. Perempuan 31 50 % 
 Total 62  100 % 
         Sumber data primer Desember 2020 
 
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas diketahui bahwa sebagian 
responden berjenis kelamin  perempuan  dan sebagian lagi berjenis 
kelamin laki-laki dengan jumlah 31 pasien dengan persentase 50%.  
 
3) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan  
Tabel 4.3.  Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan 
tingkat pendidikan pada pasien pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) 
di Klinik Pratama BNNP NTT 
No  Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 
1. SMA 25 40.3% 
2. DIPLOMA 6 9.7% 
3. S1/S2/S3 31 50.0% 
 Total 62 100% 
             Sumber data primer Desember 2020 
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diperoleh hasil sebagian 
responden dalam penelitian ini berpendidikan  S1/S2/S3 yaitu 











4) Karakteristik berdasarkan jenis Pekerjaan.  
Tabel 4.4.  Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan jenis 
pekerjaan pada pasien pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) 
di Klinik Pratama BNNP NTT  
No 
Jenis Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%) 
1. Pelajar/Mahasiswa 6 9.7 % 
2. PNS 4 6.5 % 
3. Swasta 21 33.9 % 
4. Lain-Lain 31 50.0 % 
 Total 62 100% 
        Sumber data primer Desember 2020 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian responden 
dalam penelitian ini adalah Lain-lain (tidak bekerja)  yang 
berjumlah 31 orang dengan persentase sebesar 50.0%. 
 
5) Karakteristik berdasarkan Keperluan 
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan 
keperluan pada pasien pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
No Keperluan Frekuensi (n) Persentase (%) 
1. Pendidikan 1 1.6% 
2. Pekerjaan 59 95.2% 
3. Lain-Lain 2 3.2% 
 Total 62 100% 
      Sumber data primer Desember 2020. 
Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa sebagian besar 
responden  memerlukan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) untuk keperluan pekerjaan yaitu berjumlah 59 









4.1.3. Data Khusus. 
1.) Mutu Pelayanan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT. 
Untuk mengetahui mutu pelayanan dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik 
Pratama BNNP NTT,  peneliti melakukan penelitian  terhadap 
62 responden dengan menggunakan lembar kuisioner, maka 
diperoleh distribusi frekuensi  mutu pelayanan dalam pelayanan 
surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di 
Klinik Pratama BNNP NTT  sebagai berikut:  
 
Tabel 4.6. Distribusi frekuensi  mutu pelayanan dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
No Mutu Pelayanan Frekuensi (n) Persentase 
(%) 
1. Tidak Baik 31 50.0% 
2. Baik 31 50.0% 
 Total 62 100% 
         Sumber data primer Desember 2020. 
 Berdasarkan Tabel 4.6  di atas diperoleh hasil  bahwa 31 
pasien dengan persentase sebesar 50% mengatakan bahwa mutu 
pelayanan dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT tidak baik dan 
31 pasien lainnya dengan persentase sebesar 50% mengatakan 









2.)  Tingkat kepuasan dalam pelayanan surat keterangan hasi l 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT. 
Tabel 4.7.  Distribusi frekuensi kepuasan dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di 
Klinik Pratama BNNP NTT. 
No Kepuasan Pasien Frekuensi (n) Persentase (%) 
1. Tidak Puas 35 56.5 
2. Puas 27 43.5 
 Total 62 100 
        Sumber data primer Desember 2020. 
 Berdasarkan Tabel  4.7  diketahui sebanyak 35 responden 
dengan persentase sebesar 56,5% merasa tidak puas. Sedangkan 
responden yang merasa puas sebanyak 27 responden dengan 
persentase sebesar 43,5%. 
3.) Hubungan mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien 
dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. 
Untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan dengan 
tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini:  
Tabel 4.8.   Tabulasi silang mutu pelayanan dengan tingkat 
kepuasan pasien dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) 












Tidak puas  Puas  
     
N % n % n %   
1. Tidak Baik 30 48,4 1 1,6 31 50 
0,000 
 




 Total  35 56,5 27 43,5 62 100  




Dari hasil tabulasi silang mutu pelayanan dengan tingkat 
kepuasan pasien dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
diketahui responden  dengan mutu pelayanan tidak baik  yang merasa 
tidak puas sebanyak 30 responden dengan persentase sebesar 48,4% dan 
responden dengan mutu pelayanan tidak baik yang  merasa puas sebanyak 
1 responden dengan persentase 1,6%,  sedangkan responden  dengan mutu 
pelayanan baik yang merasa tidak puas sebanyak 5 responden dengan 
persentase 8,1% dan responden dengan mutu pelayanan baik  yang merasa 
puas sebanyak 26 responden dengan persentase 41,9%.  Dari uji statistik 
chi-square di dapatkan nilai  p value sebesar 0,000 < α 0,05 dan nilai OR 
(Odd Ratio) = 156,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) 
di Klinik Pratama BNNP NTT. 
 
4.2. Pembahasan 
4.2.1. Mutu Pelayanan di Klinik Pratama BNNP NTT.  
Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan 
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan 
standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya 
yang tersedia di fasilitas kesehatan secara wajar, efisien dan 
efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai 
norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan 
keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta masyarakat 
selaku konsumen. 
Mutu pelayanan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
diatur berdasarkan standar pelayanan minimal klinik 
berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik serta diatur juga dalam 




pemeriksaan narkotika (SKHPN) dengan Nomor SOP: 
SOP/08/I/KA/RH.00.01/2020/BNNP-NTT. 
Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan pada 62 
responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 didapatkan hasil 
responden yang menjawab mutu pelayanan yang baik sebanyak 
31 orang dengan persentase sebanyak 50%, sedangkan 
responden yang menjawab mutu pelayanan tidak baik sebesar 
31 orang dengan persentase 50%. 
Mutu pelayanan dalam sebuah instansi sangat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor atau dimensi seperti: reliability, 
responsiveness, jaminan/assurance, empati dan tangible, berikut 
akan diuraikan dimensi-dimensi yang sangat menentukan mutu 
pelayanan dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika di klinik pratama BNNP NTT. 
 
1. Dimensi kehandalan (Reliability) 
Reliabilitas (reliability), adalah kemampuan 
memberikan pelayanan dengan segera, tepat (akurat), dan 
memuaskan. Dimensi ini menunjukkan Kemampuan pemberi 
layanan  dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat 
waktu dan akurat sesuai dengan apa yang ditawarkan 
pemberi pelayanan. Dimensi reliability dipersepsikan 
sebagai penilaian yang paling penting dari pengguna 
pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan sifat produk jasa 
yang bersifat  non standardized output dan sangat 
tergantung dari aktivitas manusia pada saat interaksi 
berlangsung, oleh karena itu pengguna akan sulit menuntut 
output yang konsisten.  
Dari hasil penelitian dan uji statistik diperoleh hasil 
nilai maksimum dari dimensi ini adalah 12 dengan 
persentase 29%, sedangakan nilai minimum dari dimensi ini 




pertanyaan pada dimensi ini ada responden yang masih 
ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan mengenai petugas 
menjelaskan secara jelas alur pelaksanaan layanan SKHPN, 
hal ini berarti masih ada pasien yang belum  mendapatkan 
informasi mengenai alur pelaksanaan layanan SKHPN.  
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 
ditemukan bahwa ada petugas kesehatan yang belum 
memberikan penjelasan kepada pasien, hal tersebut 
dikarenakan jumlah pasien yang datang sangat banyak 
sedangkan jumlah tenaga yang melayanai  sangat kurang. 
Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan beban kerja 
dari petugas pelayanan, sehingga mengesampingkan 
pemberian informasi pada pasien.  Hasil ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016), dimana 
didapatkan hasil bahwa beban kerja yang tinggi sangat 
berpengaruh terhadap penurunan mutu pelayanan.  
2. Dimensi daya tanggap (responsiveness) 
Daya Tanggap (responsiveness), yaitu keinginan 
petugas membantu semua pasien serta berkeinginan dan 
melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap. 
Dimensi ini dimasukkan kedalam kemampuan petugas dalam 
membantu pasien dan kesiapannya melayani pasien sesuai 
prosedur yang dapat memenuhi harapan pasien. Dimensi ini 
merupakan penilaian mutu pelayanan yang paling dinamis. 
Harapan pengguna pelayanan kesehatan terhadap kecepatan 
pelayanan meningkat dari waktu kewaktu sejalan dengan 
kemajuan teknologi yang digunakan oleh penyedia layanan. 
Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai maksimum 
dari dimensi ini adala 12 dengan persentase 59,7% dan nilai 
minimumnya 7 dengan persentase 3,2%. Menurut hasil 
penelitian dimensi ini sudah tergolong baik akan tetapi 




tanggap petugas seperti waktu pelayanan  klinik yang masih 
tergolong lama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 
peneliti didapatkan bahwa waktu pelayanan di klinik 
pratama adalah 45 menit, sedangkan dilapangan waktu 
pelayanan bisa lebih dari 45 menit, waktu pelayanan yang 
lama ini dikarenakan surat SKHPN belum ditandatangani 
oleh kepala BNN, hal tersebut dikarenakan kepala BNN 
masih rapat atau berada di luar kantor. Ketepatan waktu 
pelayanan sangat berdampak pada peningkatan mutu 
pelayanan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh fitri hutagalung (2019), dimana didapatkan 
hasil bahwa ada  pengaruh yang  signifikan  antara  daya  tanggap 
dengan  mutu  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas   Rantang   
Medan   Petisah Tahun 2019, daya tanggap juga menjadi hal 
yang perlu ditingkatkan oleh Puskesmas   Rantang   Medan   
Petisah agar   tenaga   kesehatan   lebih   cepat dalam   
menangani   kebutuhan   pasien dan  lebih  cepat  dalam  
menyelasaikan pekerjaan. 
3. Dimensi jaminan (assurance) 
Jaminan (assurance), artinya petugas pelayanan 
memiliki kompetensi, kesopanan dan dapat dipercaya, bebas 
dari bahaya, serta bebas dari risiko dan keragu-raguan. 
Dimensi ini sangat berhubungan dengan pengetahuan, 
kesopanan serta sifat petugas yang dapat dipercaya oleh 
pengguna jasa pelayanan kesehatan, dimensi ini meliputi 
faktor keramahan, kompetensi, kredibilatas dan keamanan 
yang diperoleh pasien. 
Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai 
maksimumnya adalah 16 dengan persentase 17,7% dan nilai 
minimumnya adalah 9 dengan persentase 1,6%.  
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada 




ada beberapa pasien yang menyatakan bahwa pelayanan 
klinik pratama belum bisa menciptakan lingkungan 
kekeluargaan yang baik anatara petugas dan pasien. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa 
antara petugas dan pasien belum melakukan perkenalan  
sehingga belum saling kenal antara satu dengan lainnya, hal 
tersebut dikarekan jumlah pasien yang datang sangat banyak 
sedangkan jumlah tenaga yang melayanai  sangat kurang. 
Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan beban kerja 
dari petugas pelayanan, sehingga mengesampingkan 
komunikasi antara petugas dengan pasien.  Hasil ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamini (2018), 
dimana didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara 
penerapan komunikasi terapeutik dengan mutu pelayanan 
perawatan. 
4. Dimensi empati 
Empati (empathy), dalam hal ini petugas mampu 
menempatkan dirinya pada pasien, dapat berupa kemudahan 
dalam menjalin hubungan dan komunikasi termasuk 
perhatiannya terhadap para pasiennya, serta dapat 
memahami kebutuhan dari pasien. Dimensi ini berkaitan 
dengan kepedulian serta perhatian khusus kepada setiap 
pengguna jasa pelayanan kesehatan, memahami kebutuhan 
pasien akan memberikan kemudahan untuk dalam interaksi 
selanjutnya terhadap pasien. Peranan setiap petugas sangat 
menentukan mutu pelayanan kesehatan.  
Dari hasil uji statistik diperoleh nilai maksimum dari 
dimensi ini adalah 20 dengan  persentase 33,9%, sedangkan 
nilai minimumnya adalah 13 dengan persentase 1,6%. Pada 
dimensi ini sudah tergolong baik. Berdasarkan hasil 
pengamatan didapatkan bahwa petugas menyapa dengan 




Rasa empati yang baik dari petugas akan meningkatkan 
mutu pelayanan dari sebuah instansi. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian    Lidiana (2017)  di     Kabupaten     
Sragen, dimana didapatkan hasil bahwa ada  pengaruh yang  
positif dan signifikan  antara  empati  dengan  mutu  pelayanan  
kesehatan. 
5. Dimensi Bukti fisik (tangible) 
Bukti fisik atau bukti langsung (tangible), dapat 
berupa ketersediaan sarana dan prasarana termasuk alat yang 
siap pakai serta penampilan petugas yang menyenangkan. 
Pada dimensi ini menggambarkan bahwa mutu jasa sebuah 
pelayanan akan dapat dirasakan secara langsung oleh 
penggunanya dengan adanya penyediaan fasilitas fisik dan 
perlengkapan yang memadai. 
Berdasar hasil uji statistik diperoleh hasil jumlah 
maksimumnya dalah 20 dengan persentase 12,9% sedang 
kan nilai minimumnya adalah 14 dengan jumlah persentase 
sebanyak 4,8%. Pada dimensi ini masih tergolong kurang 
baik hal tersebut terbukti dari masih ada beberapa pelanggan 
yang menjawab ragu-ragu terkait ruang tunggu yang nyaman 
dan tempat duduk yang kurang. Berdasarkan hasil 
pengamatan ditemukan bahwa ruang tunggu masih kurang 
nyaman dan tempat duduk pasien masih tidak cukup, 
sehingga ada beberapa pasien yang terlihat berdiri saat 
menunggu antrian. Faktor fisik dari pelayanan sangat 
mempengaruhi peningkatan mutu pelayanan sebuah instansi. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian    Lidiana (2017)  di     
Kabupaten     Sragen, dimana didapatkan hasil bahwa ada  
pengaruh yang  positif dan signifikan  antara  bukti fisik  dengan  






4.2.2. Tingkat kepuasan pasien di Klinik Pratama BNNP NTT.  
Kepuasan merupakan perbandingan antara kualitas jasa 
pelayanan yang didapat dengan keinginan, kebutuhan, dan 
harapan. Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan 
seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang 
dirasakan dengan harapannya, kepuasan pelanggan merupakan 
tujuan utama pelayanan prima sehingga setiap aparatur 
pelayanan berkewajiban untuk berupaya memuaskan 
pelanggannya.  
Dari hasil uji statitistik pada tabel 4.7, didapatkan hasil 
pasien yang puas terhadap mutu pelayanan sebanyak 27 dengan 
persentase 43,5%, sedangkan yang tidak puas sebanyak 35 
responden dengan persentase 56,5%. Kualiatias atau mutu 
sebuah  pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan pasien, 
begitupun sebaliknnya kepuasan pasien sangat mempengaruhi 
peningkatan mutu pelayanan. 
Dari pengamatan diperoleh bahwa pasien yang tidak puas 
terhadap mutu pelayanan karena: petugas layanan yang belum 
menjelaskan terkait alur layanan, waktu pelayanan penerbitan 
SKHPN yang lambat, petugas yang belum menciptakan suasana 
kekeluargaan dengan pasien, ruang tunggu yang tidak nyaman 
dan tempat duduk yang tidak cukup.Sementara itu beberapa hal 
yang membuat pasien puas terhadap mutu pelayanan 
diantaranya adalah: petugas terampil dalam memberikan 
layanan, petugas yang ramah dan sopan, ruang pendaftaran dan 
pemeriksaan yang bersih dan petugas berpenampilan bersih dan 
rapi. 
Dari hasil uji statistik dan pengamatan peneliti terkait 
indikator tingkat kepuasan diatas maka peneliti menyimpulkan 
bahwa tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik 




diantaranya waktu pelayanan yang masih lambat, hal tersebut 
dikarenakan jumlah pasien yang datang dalam satu kali 
kunjungan sangat banyak sedangkan jumlah petugas kesehatan 
yang masih kurang, hal tersebut sangat mempengaruhi 
kecepatan pelayanan di Klinik Pratama BNNP NTT. Kualitas 
personil yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien, hasil 
ini senada dengan penelitian yang dilakukan Mayasari (2015), 
dimana diperoleh hasil bahwa 91,8% pasien puas terhadap 
kualitas personil yang baik.  
Selain itu faktor selanjutnya yang sangat mempengaruhi 
tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
yaitu pada dimensi tangible atau faktor fisik. Menurut peneliti 
penurunan tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan surat 
keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik 
Pratama BNNP NTT pada dimensi fisik ini dikarenakan jumlah 
kursi pengunjung yang kurang, dengan demikian sangat 
mempengaruhi tingkat kenyamanan pasien, jumlah pasien yang 
banyak menuntut pemberi pelayanan untuk memberikan tempat 
yang layak untuk menunggu pelayanan. Dari hasil observasi 
terlihat banyak pasien yang menunggu pelayanan masih  belum 
mendapatkan tempat duduk. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh 
ruang tunggu yang kurang nyaman, dimana ruangan kecil dan 
sempit dan bergabung dengan ruangan administrasi sehingga 
tempat duduknya menjadi terbatas serta anjuran protokol 
kesehatan untuk setiap pasien untuk duduk berjarak 1 meter 
dari pasien lainnya. 
 Semakin baik insfrastruktur yang digunakan maka akan 
meningkatkan kepuasan pasien hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Mayasari (2015), dimana didapatkan hasil 





Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepuasan 
pasien dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT adalah 
faktor ketepatan waktu dari pemberi pelayanan, khususnya 
dalam penerbitan surat keterangan pemeriksaan narkotika, dari 
hasil pengamatan peneliti,  pasien yang telah mendapatkan 
pelayanan tidak langsung menunggu sampai SKHPN keluar, 
petugas menyarankan pasien untuk pulang dan kembali lagi di 
sore hari untuk mengambil suratnya.  Berdasarkan hasil 
wawancara dengan petugas layanan keterlambatan penerbitan 
SKHPN karena kepala selaku yang memberikan tanda tangan 
sedang berada diluar kantor atau mengikuti rapat, hal tersebut 
sangat mempengaruhi kepuasan pasien, karena menyita waktu 
pasien untuk bolak balik ke Klinik untuk mengambil suratnya. 
Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Nofriadi,dkk (2019), dimana didapatkan hasil 62,9% tidak puas 
terhadap keterlambatan pelayanan. 
Dimensi empati dalam penelitian ini memiliki angka 
yang cukup tinggi. Hal ini menggambarkan tingkat perhatian 
semua petugas  pelayanan dalam pelayanan surat keterangan 
hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP 
NTT sangat baik. Dari hasil observasi terlihat semua petugas  
selalu memberikan salam sebelum dan sesudah bertemu pasien 
serta mengucapkan terimakasih di akhir pelayanannya. Hasil ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2015) yang 
menyatakan bahwa Pasien akan menganggap bahwa pelayanan 
kesehatan jelek apabila sakitnya tidak kunjung sembuh, antri 






4.2.3. Hubungan  mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien 
dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT.  
Dari uji statistik chi-square didapatkan nilai  p value sebesar 
0,000 < α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara  mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT. Hasil tabulasi silang 
mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT diketahui responden  
dengan mutu pelayanan tidak baik  yang merasa tidak puas sebanyak 
30 responden dengan persentase sebesar 48,4% dan responden dengan 
mutu pelayanan tidak baik yang  merasa puas sebanyak 1 responden 
dengan persentase 1,6%,  sedangkan responden  dengan mutu 
pelayanan baik yang merasa tidak puas sebanyak 5 responden dengan 
persentase 8,1% dan responden dengan mutu pelayanan baik  yang 
merasa puas sebanyak 26 responden dengan persentase 41,9%.  
Dari uji statistik chi-square didapatkan pula nilai  OR sebesar 
156,000, artinya bahwa mutu pelayanan yang tidak baik berpeluang 
156 kali memberikan ketidakpuasan pasien dibandingkan dengan 
mutu pelayanan yang baik. 
Mutu pelayanan merupakan salah satu komponen yang sangat 
mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Pasien akan menganggap 
bahwa pelayanan kesehatan jelek apabila sakitnya tidak kunjung 
sembuh, antri yang sangat lama, dan kuranganya keramahan 
petugas pelayanan (Dewi, 2015). 
Menurut Barry & Parasuraman dalam Nugroho (2017) 
menyatakan bahwa sebuah instansi harus bisa mengukur 
besarnya harapan yang muncul atas pelayanan yang diberikan 
kepada pasien seperti seberapa besar tingkat kepuasan pasien, 




instansi dituntut untuk dapat mendengarkan semua saran yang 
diberikan oleh pasien. Setiap petugas pelayanan juga dituntut 
untuk memberikan pelayanan yang ramah kepada pasien, 
semakin baik sebuah pelayanan maka akan meningkatkan mutu 
dari penyedia pelayanan tersebut.   
Dari hasil uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa Mutu 
pelayanan yang  cepat akan mempengaruhi kualitas sebuah pelayanan 
dan meningkatkan kepuasan pasien, hal ini didukung dengan 
penelitian yang dilakukan Yulia dan Adriani (2017), dimana 
didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara mutu 
pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Serta penelitian yang 
dilakukan oleh Dewi (2015), dimana didapatkan hasil adanya 
hubungan yang signifikan antara mutu pelayanan dan kepuasan 
pasien.  
Mutu pelayanan yang lama juga akan berdampak pada 
penurunan tingkat kepuasan pasien, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Magfiroh,dkk (2019), dimana didapatkan 
responden yang mengatakan tidak puas terhadap lamanya mutu 
pelayanan sebesar 83,9%. 
Dalam penelitian ini terbukti bahwa mutu pelayanan pasien 
dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) berhubungan dengan  tingkat kepuasan pasien dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika 
(SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT, oleh karena itu sangat 
dibutuhkan perhatian yang baik dari penyedia pelayanan di Klinik 








5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka peneliti 
memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai 
hubungan mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien dalam 
pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) di 
Klinik Pratama BNNP NTT sebagai berikut:  
1. Mutu pelayanan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
didapatkan hasil 31 pasien dengan persantase sebesar 50% 
mengatakan bahwa mutu pelayanan baik dan 31 pasien lainnya 
dengan persantase sebesar 50% mengatakan mutu pelayanan 
tidak baik. 
2. Tingkat kepuasan dalam pelayanan surat keterangan hasil 
pemeriksaan narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT 
didapatkan hasil sebanyak 35 responden dengan persentase 
sebesar 56,5% merasa tidak puas dan responden yang merasa 
puas sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 43,5%. 
3. Adanya hubungan mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan 
pasien dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) di Klinik Pratama BNNP NTT yaitu dengan 













Berdasarlan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis 
yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:  
5.2.1. Untuk klinik pratama BNNP NTT 
a. Perlu melakukan sosialisasi terkait Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pelayanan SKHPN kepetugas pelayanan untuk 
memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tanggap.  
b. Perlu membuat instrument yang baku terkait kepuasan pasien 
dalam pelayanan SKHPN. 
c. Perlu penambahan ruang tunggu yang nyaman dan 
penambahan jumlah kursi tunggu pasien, agar dapat 
mengoptimalkan proses pelayanan terhadap pasien.  
d. Perlu penambahan tenaga pelayanan kesehatan di pelayanan 
surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN).  
e. Perlu pemanfaatan tekhnologi aplikasi sehingga surat 
keterangan dapat keluar tanpa harus menunggu Kepala BNNP 
NTT berada di kantor misalnya dengan e-surat. 
5.2.2. Bagi petugas Klinik Pratama BNNP NTT untuk dapat 
meningkatkan pelayananya, meberikan pelayanan sesuai dengan 
standar operasional prosedur yang sudah ada, dengan 
menerapkan komunikasi yang baik kepada pasien.  
5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain 
yang lebih spesifik yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan 
pasien, seperti hubungan beban kerja petugas layanan terhadap 
tingkat kepuasan  pasien, baik di klinik pratama BNNP NTT 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17-25 30 48.4 48.4 48.4 
26-35 25 40.3 40.3 88.7 
36-45 1 1.6 1.6 90.3 
46-55 6 9.7 9.7 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LAKI-LAKI 31 50.0 50.0 50.0 
PEREMPUAN 31 50.0 50.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 25 40.3 40.3 40.3 
Statistics 
  UMUR JK PENDIDIKAN PEKERJAAN KEPERLUAN 
N Valid 62 62 62 62 62 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 1.73 1.50 3.10 3.24 2.05 
Std. Error of Mean .115 .064 .121 .121 .048 
Median 2.00 1.50 3.50 3.50 2.00 
Mode 1 1
a
 4 4 2 
Std. Deviation .908 .504 .953 .953 .381 
Variance .825 .254 .909 .908 .145 
Range 3 1 2 3 3 
Minimum 1 1 2 1 1 
Maximum 4 2 4 4 4 
Sum 107 93 192 201 127 
Percentiles 25 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 
50 2.00 1.50 3.50 3.50 2.00 
75 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 




DIPLOMA 6 9.7 9.7 50.0 
S1/S2/S3 31 50.0 50.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PELAJAR/MAHASISWA 6 9.7 9.7 9.7 
PNS 4 6.5 6.5 16.1 
SWASTA 21 33.9 33.9 50.0 
LAIN-LAIN 31 50.0 50.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PENDIDIKAN 1 1.6 1.6 1.6 
PEKERJAAN 59 95.2 95.2 96.8 
LAIN-LAIN 2 3.2 3.2 100.0 










N Valid 62 62 62 62 
Missing 0 0 0 0 
Mean 67.97 .50 67.39 .44 
Std. Error of Mean .945 .064 .887 .063 
Median 67.50 .50 66.00 .00 
Std. Deviation 7.439 .504 6.986 .500 
Minimum 54 0 56 0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 54 1 1.6 1.6 1.6 
58 1 1.6 1.6 3.2 




60 16 25.8 25.8 30.6 
61 1 1.6 1.6 32.3 
62 2 3.2 3.2 35.5 
64 1 1.6 1.6 37.1 
65 2 3.2 3.2 40.3 
66 3 4.8 4.8 45.2 
67 3 4.8 4.8 50.0 
68 2 3.2 3.2 53.2 
69 3 4.8 4.8 58.1 
70 5 8.1 8.1 66.1 
71 1 1.6 1.6 67.7 
72 1 1.6 1.6 69.4 
73 2 3.2 3.2 72.6 
74 1 1.6 1.6 74.2 
75 2 3.2 3.2 77.4 
76 2 3.2 3.2 80.6 
77 2 3.2 3.2 83.9 
78 2 3.2 3.2 87.1 
79 3 4.8 4.8 91.9 
80 5 8.1 8.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TIDAK BAIK 31 50.0 50.0 50.0 
BAIK 31 50.0 50.0 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 2 3.2 3.2 3.2 
9 23 37.1 37.1 40.3 
10 12 19.4 19.4 59.7 
11 7 11.3 11.3 71.0 
12 18 29.0 29.0 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 2 3.2 3.2 3.2 
9 19 30.6 30.6 33.9 
10 1 1.6 1.6 35.5 
11 3 4.8 4.8 40.3 
12 37 59.7 59.7 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9 1 1.6 1.6 1.6 
11 1 1.6 1.6 3.2 
12 31 50.0 50.0 53.2 
13 10 16.1 16.1 69.4 
14 4 6.5 6.5 75.8 
15 4 6.5 6.5 82.3 
16 11 17.7 17.7 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 1.6 1.6 1.6 
15 20 32.3 32.3 33.9 
16 3 4.8 4.8 38.7 
17 6 9.7 9.7 48.4 
18 8 12.9 12.9 61.3 
19 3 4.8 4.8 66.1 
20 21 33.9 33.9 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 3 4.8 4.8 4.8 
15 31 50.0 50.0 54.8 
16 10 16.1 16.1 71.0 
17 1 1.6 1.6 72.6 
18 5 8.1 8.1 80.6 
19 4 6.5 6.5 87.1 
20 8 12.9 12.9 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56 1 1.6 1.6 1.6 
59 1 1.6 1.6 3.2 
60 12 19.4 19.4 22.6 
61 4 6.5 6.5 29.0 
62 2 3.2 3.2 32.3 
63 6 9.7 9.7 41.9 
64 1 1.6 1.6 43.5 
65 2 3.2 3.2 46.8 
66 3 4.8 4.8 51.6 
67 3 4.8 4.8 56.5 
68 2 3.2 3.2 59.7 
69 3 4.8 4.8 64.5 
70 3 4.8 4.8 69.4 
71 2 3.2 3.2 72.6 
72 1 1.6 1.6 74.2 
73 1 1.6 1.6 75.8 
74 3 4.8 4.8 80.6 
76 3 4.8 4.8 85.5 
77 1 1.6 1.6 87.1 
78 1 1.6 1.6 88.7 
79 1 1.6 1.6 90.3 
80 6 9.7 9.7 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TIDAK PUAS 35 56.5 56.5 56.5 
PUAS 27 43.5 43.5 100.0 












Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
MUTU PELAYANAN * 
KEPUASAN 
62 100.0% 0 .0% 62 100.0% 
 
 
MUTU PELAYANAN * KEPUASAN Crosstabulation 
   KEPUASAN 
Total    TIDAK PUAS PUAS 
MUTU 
PELAYANAN 
TIDAK BAIK Count 30 1 31 
% within MUTU PELAYANAN 96.8% 3.2% 100.0% 
% within KEPUASAN 85.7% 3.7% 50.0% 
% of Total 48.4% 1.6% 50.0% 
BAIK Count 5 26 31 
% within MUTU PELAYANAN 16.1% 83.9% 100.0% 
% within KEPUASAN 14.3% 96.3% 50.0% 
% of Total 8.1% 41.9% 50.0% 
Total Count 35 27 62 
% within MUTU PELAYANAN 56.5% 43.5% 100.0% 
% within KEPUASAN 100.0% 100.0% 100.0% 






95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for MUTU 
PELAYANAN (TIDAK BAIK / 
BAIK) 
156.000 17.108 1422.518 
For cohort KEPUASAN = TIDAK 
PUAS 
6.000 2.682 13.424 
For cohort KEPUASAN = PUAS .038 .006 .266 
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